DPRD Harap Seleksi PPPK Diserahkan ke Daerah, Matran: Kami yang
Lebih Paham Kebutuhan Daerah

https://gorontalopost.id/2023/05/23/dprd-harap-seleksi-pppk-diserahkan-ke-daerah-matran-kami-yang-lebih-paham-
kebutuhan-daerah/

Gorontalopost.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, berharap lebih
banyak tenaga honorer di daerah itu, yang lolos seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (P3K) dalam rekrutmen Tahun Anggaran 2023 ini. “Kami akan berupaya
memperjuangkan hal hal yang wajib diperjuangkan. Agar honorer daerah ini, segera beralih
menjadi tenaga P3K dengan pendapatan yang lebih baik dan kesejahteraan meningkat,” kata
Wakil Ketua Komisi | DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte, dikutip ANTARA di
Gorontalo, Senin.

Salah satu upaya yang dilakukan kata Matran, yaitu melakukan pertemuan dengan pihak Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat. “Kami membahas banyaknya
pelamar P3K di daerah ini, sekitar 900an orang yang dinyatakan tidak lulus tes tertulis akibat
nilai ambang batas (passing grade) tidak tercapai.” katanya.

Akibatnya, dari 211 kuota yang disiapkan untuk tenaga teknis, hanya 76 pelamar yang
memenuhi passing grade. Bahkan, hanya 67 pelamar yang kemudian dinyatakan lulus. “Calon
P3K yang lulus pun, adalah hasil pemeringkatan terhadap mereka yang memenuhi nilai passing
grade. Misalnya, dalam satu instansi hanya memerlukan dua formasi, tapi yang penuhi passing
grade ada tiga orang, sehingga dilakukan pemeringkatan untuk menentukan dua terbaik. Itu
informasi yang kami terima dari pihak BKPP,” kata Matran.

Komisi | DPRD mengundang BKPP untuk membahas dan menyiapkan skema dalam
memenuhi kuota tenaga teknis dalam rekrutmen P3K ini. Diantaranya, memperjuangkan di
tingkat pusat agar nilai passing grade dapat diturunkan. Juga akan berupaya meminta
pemerintah pusat, agar rekrutmen P3K diserahkan ke daerah. “Mengingat kita yang lebih
memahami keperluan daerah. Menyangkut sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara
yang diperlukan dan lain lain,” kata Matran pula.
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Komisi | pun akan meminta digelar ulang seleksi untuk jabatan jabatan di pemerintahan daerah
yang masih belum terisi. Dan ketika ada rekrutmen ulang, maka mereka yang sudah pernah
melamar tapi tidak mencapai nilai ambang batas, agar diprioritaskan. Skema lainnya kata dia,
Komisi | DPRD akan mencoba menggali banyak informasi dari daerah-daerah lain yang juga
sebagian besar pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas. “Kita memerlukan bahan
pembanding, untuk memperjuangkan nasib para honorer daerah ini agar dapat beralih status
menjadi tenaga P3K,” katanya.

Kepala Bidang Kepegawaian BKPP Gorontalo Utara, Olfin Uno, mengatakan, pihaknya telah
melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD, termasuk melakukan pertemuan dengan
Komisi I DPRD. “Kita berencana berkonsultasi ke pusat, terkait upaya upaya yang diminta
Komisi I dalam rangka mengisi kuota P3K yang sangat diperlukan daerah ini,” katanya.

Sumber Berita:
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matran-kami-yang-lebih-paham-kebutuhan-daerah/ [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]

2. https://gorontalo.antaranews.com/berita/223254/dprd-gorontalo-utara-harap-lebih-

banyak-p3k-lolos-seleksi [diakses pada tanggal 24 Mei 2023]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja, mengatur bahwa:
A. Pasal 4,

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

3) Avyat (3) menyatakan bahwa Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan
PNS.

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

5) Ayat (5) menyatakan bahwa Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi

pemerintah secara nasional ditetapkan olenh Menteri pada setiap tahun, setelah
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memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
B. Pasal 7,

1) Avyat (1) menyatakan bahwa Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk

memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui tahapan:

a. Perencanaan;

b. Pengumuman lowongan;

c. Pelamaran;

d. Seleksi;

e. Pengumuman hasil seleksi; dan

f.  Pengangkatan menjadi PPPK.
C. Pasal 8,

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi,
kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam
jabatan.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
c. Instansi pembina JF
D. Pasal 9 menyatakan bahwa Pelaksanaan pengadaan calon PPPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempertimbangkan kriteria:

1) Huruf a, jJumlah dan jenis jabatan;

2) Huruf b, waktu pelaksanaan;

3) Huruf c, jJumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan

4) Huruf d, wilayah persebaran.

E. Pasal 10,

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional
berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3).
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2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan
kebijakan pengadaan PPPK.

3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk panitia seleksi
nasional pengadaan PPPK.

4) Ayat (4) menyatakan bahwa Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembina JF dan panitia
seleksi instansi pengadaan PPPK.

F. Pasal 19 menyatakan bahwa Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:

1) Huruf a, seleksi administrasi; dan

2) Huruf b, seleksi kompetensi.

G. Pasal 20 menyatakan bahwa Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi
dengan dokumen pelamaran.

H. Pasal 21 menyatakan bahwa Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi
teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar
kompetensi jabatan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi
Daerah:

A. Pasal 3, menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
1) Huruf a, pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK;
2) Huruf b, Gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran dan syarat pembayaran PPPK;
3) Huruf c, penyelesaian pembayaran Belanja Pegawai; dan
4) Huruf d, pembinaan dan pengawasan.
B. Pasal 4,
1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi tanggung jawab PA dan

dilaksanakan secara elektronik.
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2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja Pegawai bagi PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengelola Belanja
Pegawai bagi PNS pada Instansi Daerah.

3) Ayat (3) Pelaksanaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pasal 7,

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b diberikan kepada PPPK yang dibayarkan setiap bulan dan
dituangkan dalam daftar pembayaran Gaji Induk.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pembayaran Gaji dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari pertama atau hari kerja
pertama setiap bulan.

3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pembayaran Gaji
dan tunjangan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

4) Avyat (4) menyatakan bahwa Pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan
dan tidak ditanggung oleh Instansi Daerah.

D. Pasal 24,

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelesaian pembayaran Belanja Pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. Pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK; dan

b. Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2)

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan pada daftar pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait.

3) Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran Gaji dan tunjangan PPPK dalam
daftar pembayaran Gaji Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
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4) Daftar perhitungan Gaji dan tunjangan dalam daftar pembayaran Gaji Induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan format pembayaran

Gaji dan tunjangan yang berlaku bagi PNS daerah.

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/APD 6



